RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN
REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN
TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH)

(Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

Fitra Alvian

NIT. 21303734

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025



ABSTRACT

The Agrarian Reform Policy initiated by the Indonesian government aims
to address land ownership inequality and alleviate poverty. In this context, the
PPTPKH was first implemented on Java Island, specifically in Banyuwangi
Regency. The issuance of Decree No. SK.485/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/5/2023
(Release Decree) for East Java Province was followed by Tata Batas activities,
which were subsequently rejected by the local community. Despite this resistance,
the provision of continued with the issuance of Decree No. SK.1004/MENLHK/
SETJEN/PLA.2/9/2023 (Blue Decree) for Banyuwangi Regency. This study
examines the causes of community resistance and the implementation of land
redistribution for communities residing in forest areas. A descriptive qualitative
method was employed in this study. Data were collected through document analysis
related to the land redistribution process from forest areas, interviews with
implementing stakeholders and community members in the field, and direct
observation at the research location. The findings reveal that the primary cause of
community resistance stems from the Ministry of Environment and Forestry
(KLHK) policy, which does not fully release agricultural land owned and cultivated
by the community from forest area designation—only residential plots were
considered for release. Additional findings suggest that political factors and a lack
of public understanding regarding the PPTPKH policy contributed to the
resistance. This misunderstanding led to rejection and delayed the implementation
of land redistribution activities scheduled by the government in Pesanggaran
Village, Banyuwangi Regency. This rejection reflects a form of policy resistance,
driven by the perception that the government's decisions are unjust and
unsupportive of farmers and communities residing in forest areas.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan dan pengentasan kemiskinan merupakan isu aktual yang
dialami oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini
ketimpangan merupakan isu global yang mendapat perhatian lebih dari
Perserikatan Bangsa — Bangsa (PBB). Hal ini terbukti dari agenda yang
dibentuk PBB pada tahun 2015 yaitu Sustainable Development Goals (SDGs)
yang memiliki arti tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan utama
yang harapannya dapat tercapai pada tahun 2030 (Prabu Aji & Kartono, 2022).
SDGs sendiri di Indonesia diadaptasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.
136/M.Ppn/Hk/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Tahun 2021 — 2024. Melalui narasi rencana aksi nasional yang terkandung
dalam lampiran regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembentukan rencana aksi
SDGs telah selaras dengan program Nawacita dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJIMN) Tahun 2020 — 2024.

Hal ini terbukti dari arahan presiden terkait pembangunan infrastruktur
termasuk ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN, yaitu mengembangkan
wilayah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan. Agenda
tersebut sesuai SDGs pada poin pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan poin
kesepuluh yaitu mengurangi ketimpangan. Bentuk nyata keseriusan pemerintah
dalam mewujudkan SDGs dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi
ketimpangan, dan menjamin pemerataan salah satunya adalah pemindahan
ibukota negara ke Pulau Kalimantan tepatnya di Kota Nusantara atau lebih
dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) tahun 2020 nilai kontribusi Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan
Timur sebesar 607,32 triliun. Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebagian

wilayahnya digunakan sebagai IKN hanya menyumbang 1,49% dari nominal



tersebut. Menurut Yanti Fristikawati dkk. (2022) pembangunan IKN dalam
perencanaannya telah mengusung konsep pembangunan berkelanjutan dengan
memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Urgensi pindahnya Ibu
Kota Negara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu konsentrasi penduduk
paling besar berada di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi nasional berasal dari
Pulau Jawa, krisis air bersih, alih fungsi lahan tertinggi berada di Pulau Jawa,
pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Jakarta, degradasi lingkungan, dan
potensi bencana alam (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Disebutkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020 - 2024 Reforma
Agraria untuk mengentaskan kemiskinan diharapkan dapat dicapai melalui
ketersediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) termasuk yang
berasal melalui pelepasan kawasan hutan serta pelaksanaan redistribusi tanah
yang mencakup untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Selain itu,
pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial oleh masyarakat
dengan memberikan akses untuk mengelola kawasan hutan tersebut,
peningkatan kapasitas pengelola, pembentukan kemitraan usaha hingga
fasilitasi pemasaran produk hasil dari pengelolaan kawasan hutan itu sendiri.
Redistribusi tanah merupakan salah satu instrumen yang diharapkan dapat
menyelesaikan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah masyarakat.
Lahirnya Perpres No. 62 Tahun 2023 diharapkan mampu mewujudkan
keinginan tersebut dengan terlaksananya percepatan pelaksanaan Reforma
Agraria menggunakan strategi berupa legalisasi aset, redistribusi tanah,
pemberdayaan subjek reforma agraria, kelembagaan agraria, dan partisipasi
masyarakat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2015-2021 capaian redistribusi tanah
dari pelepasan kawasan hutan hanya seluas 211.290 ha dari target yang
ditetapkan sebesar 4,1 juta ha. Minimnya capaian redistribusi tanah dari
pelepasan kawasan hutan menurut Nurahmani (2024) terjadi karena ego
sektoral antar lembaga yang beranggapan memiliki kedudukan ‘setara’. Hal ini
sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan bahwa Tim Inventarisasi dan

Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver



PPTKH) secara keseluruhan di bawah kendali Balai Pemantapan Kawasan
Hutan (BPKH), Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) berada di bawah
Kementerian ATR/BPN karena anggaran berada di instansinya masing-masing,
sedangkan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak merasa memiliki andil dalam
pekerjaan tersebut (Salim dkk., 2021). Prioritas kegiatan masing-masing
stakeholder kerap mempengaruhi kinerja, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN
memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian PTSL. Selain itu, sering terjadi
pada Kementerian ATR/BPN ataupun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup (KLHK) enggan saling membagi data yang digunakan dalam kegiatan
pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah (Salim dkk., 2021).

Berbagai permasalahan yang timbul dalam pelepasan kawasan hutan
dan redistribusi tanah menurut Alvian & Mujiburohman (2022) dapat diatasi
dengan komitmen penuh dari pemerintah, dukungan masyarakat, serta
persiapan yang optimal. Mendukung pernyataan sebelumnya, Salim dkk.
(2021) dan Kurniawati dkk. (2019) menjelaskan bahwa pemerintah diharuskan
memiliki komitmen untuk mendukung berjalannya program ini melalui
penerbitan regulasi khusus dan penetapan sebagai program strategis nasional.
Bentuk komitmen yang ditunjukkan pemerintah adalah lahirnya Undang —
Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan tujuan memudahkan arus investasi di
Indonesia. Adanya pasal 36 pada UUCK telah mengganti pasal 18 pada Undang
— Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang memuat tentang ketentuan
besaran 30% dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang
proporsional (W. Nugroho & Syahruddin, 2021). Secara tidak langsung
lahirnya UUCK telah menghapuskan ketentuan minimal kepemilikan suatu
daerah terhadap kawasan hutannya.

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa mencatat bahwa konflik agraria yang belum menemukan
jalan keluar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di
Indonesia (Agraria, 2023). Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik melaporkan
terdapat 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan dengan
masyarakatnya berkategori miskin. Menindaklanjuti hal itu, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor



SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Persetujuan Pelepasan
Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka
Penataan Kawasan Hutan Seluas + 2.385,64 Ha untuk Sumber Tanah Obyek
Reforma Agraria di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ditindaklanjuti dengan
terbitnya SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tentang Penetapan Batas
Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terbitnya SK.1004/MENLHK/SETJEN/
PLA.2/9/2023 merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengurangi
ketimpangan terhadap pemilikan dan penguasaan tanah serta memberikan
harapan kepada masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan
terhadap legalitasnya (Sirajuddin, 2024).

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, Desa Pesanggaran memiliki wilayah
administrasi seluas 2.642,77 hektare dengan indikasi kawasan permukiman
seluas 95,57 hektar berada di dalam kawasan hutan. Menurut Zulfikri (2023)
penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat melahirkan konflik
tenurial yang disebabkan perbedaan cara pandang. Salah satu upaya pemerintah
untuk menekan konflik tenurial adalah dilaksanakannya PPTPKH yang
selanjutnya diikuti oleh penerbitan surat keputusan nomor 20/SK-35.NP-
02.03/1/2024 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa
Timur tentang penetapan lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi
termasuk Desa Pesanggaran yang menjadi salah satu lokasinya. Sebelumnya,
pelaksanaan reforma agraria di Desa Pesanggaran berawal dari land reform
pada tahun 1960-an yang objeknya berasal dari tanah kelebihan maksimum
seluas 2,97 hektar dan tanah bekas perkebunan atau tanah negara seluas 1.835,8
hektar. Pelaksanaan land reform pada tahun tersebut mengalami gejolak dengan
meletusnya G30S PKI pada tahun 1965. Mengingat Kecamatan Pesanggaran
merupakan wilayah dengan suara terbesar untuk PKI pada pemilu 1955, hal ini
mempengaruhi  terjadinya perampasan terhadap tanah yang telah
diredistribusikan kepada para petani melalui pembunuhan dan pengusiran

(Luthfi, 2018).



Menurut informasi dari Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi hasil dari kegiatan redistribusi
tanah di Desa Pesanggaran berupa sertipikat elektronik sebanyak 476 bidang
dari 10.323 bidang di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Selain keberhasilan itu,
beliau juga menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat penolakan warga terkait
hasil dari tata batas kawasan hutan pada proses PPTPKH serta terdapat 150
bidang yang tidak mengikuti kegiatan redistribusi tanah meskipun bidang
tersebut  telah  dilepaskan dari kawasan hutan sesuai dengan
SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023. Selain itu menurut informasi dari
salah satu staf yang ada di seksi tersebut, salah satu penyebab terjadinya
penolakan warga terhadap kegiatan redistribusi tanah berupa adanya pengaruh

dari luar masyarakat.

. Rumusan Masalah

Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan redistribusi tanah
menurut Dempo dkk. (2021) adalah ketersediaan sumber daya manusia, jumlah
target, dan kelengkapan berkas dari subjek redistribusi tanah. Selain
permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi menemukan
permasalahan yang jarang dijumpai yaitu permasalahan terkait penolakan
masyarakat terhadap redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Pesanggaran
Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Penolakan yang dimaksud
adalah masyarakat enggan untuk mengikuti redistribusi tanah walaupun bidang
tanah miliknya telah dilepaskan dari kawasan hutan setelah terbitnya
SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023.  Penolakan terjadi  karena
terindikasi adanya rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah
dikarenakan ada salah satu pihak yang mempengaruhi warga dengan
menyatakan bahwa kegiatan redistribusi tanah bukanlah kegiatan sertifikasi
tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, melainkan hanya
kegiatan pendataan saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menetapkan 3 (tiga)

pertanyaan kunci, yaitu sebagai berikut:



1. Bagaimana sejarah dan perkembangan penguasaan tanah dalam kawasan
hutan oleh masyarakat di Desa Pesanggaran?

2. Apa yang menyebabkan resistensi dan bagaimana mekanisme mengatasi
resistensi warga Desa Pesanggaran terhadap kegiatan redistribusi tanah
objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan
Hutan (PPTPKH)?

3. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah setelah terdapat resistensi warga
Desa Pesanggaran terhadap kegiatan redistribusi tanah objek Penyelesaian

Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan perkembangan penguasaan tanah dalam kawasan hutan
oleh masyarakat di Desa Pesanggaran.

b. Menganalisis dan menjelaskan penyebab resistensi dan mekanisme
mengatasi resistensi warga Desa Pesanggaran terhadap redistribusi
tanah objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan
Kawasan Hutan (PPTPKH).

c. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan redistribusi tanah setelah
terdapat resistensi warga Desa Pesanggaran terhadap redistribusi tanah
objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan
Kawasan Hutan (PPTPKH).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi serta
dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang reforma
agraria terutama redistribusi tanah.

b. Kegunaan Praktis
1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bentuk tanggung jawab

dalam menyelesaikan masa pendidikan yang ditempuh di Diploma
IV Pertanahan dan menambah ilmu serta pengalaman peneliti terkait

redistribusi tanah dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.



2)

3)

4)

Bagi Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
berbagi pengalaman terkait penanganan permasalahan dalam
kegiatan redistribusi tanah.

Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian
ini diharapkan dapat menambah referensi materi pembelajaran bagi
taruna/i STPN terkait dengan implementasi redistribusi tanah.

Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
tambahan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui

redistribusi tanah dari objek PPTPKH.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah penguasaan tanah di Dusun Ringinsari dimulai pada tahun
1940-an, skema ‘bumi persen’ diterapkan sebagai upah untuk mendapatkan ijin
menempati wilayah milik Perhutani. Sepanjang penguasaan tanah di Dusun
Ringinsari tidak pernah dilakukan pembayaran pajak. Berbeda dengan Dusun
Ringinagung, awal penguasaan tanah dimulai sejak pendatang yang berasal
dari Kediri, Nganjuk, dan Malang pada periode yang sama dengan Dusun
Ringinsari. Perbedaan penguasaan tanah pada kepemilikan letter C dan SPPT-
PBB oleh warga di Dusun Ringinagung. Pembayaran pajak dilakukan sejak
tahun 1953 dan berjalan hingga saat ini, dibuktikan dengan adanya gambar Peta
Blok dari Pemdes Pesanggaran bahwa terdapat 21 blok yang berada di kawasan
hutan. Selain itu, ditemukan bahwa pernah terbit sertipikat pada tahun 1985
sampai tahun 2016 di kawasan hutan di Dusun Ringinagung yang masih
berlaku hingga saat ini. Pelaksanaan PTSL pada tahun 2021 di Desa
Pesanggaran mengungkap bahwa tanah yang dikuasai masyarakat merupakan
kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan terjadi pada tahun 1999 yang
kemudian diubah pada tahun 2011, sedangkan penguasaan tanah di Dusun
Ringinsari dan Ringinagung telah berlangsung jauh sebelum ditetapkan
menjadi kawasan hutan.

Sejak terbitnya UUCK dan Permen LHK 7/2021 menjadi jalan keluar
untuk persoalan yang terjadi di Desa Pesanggaran. PPTPKH di Dusun
Ringinsari tidak terdapat kendala karena sejak awal disambut baik oleh
masyarakat setempat. Berbeda dengan Dusun Ringinagung, program PPTPKH
sempat mengalami penolakan. Penolakan yang terjadi dibuktikan dengan
adanya Berita Acara Penolakan Program TORA dan surat pernyataan yang
ditandatangani oleh 150 warga. Penolakan disebabkan permohonan yang
diajukan masyarakat hanya dikabulkan sebatas untuk permukiman saja,
sedangkan untuk lahan pertanian tidak mendapat persetujuan untuk pelepasan

dari kawasan hutan. Karena hal itu, muncul asumsi bahwa tanah pertanian yang
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tidak dilepaskan dari kawasan hutan akan diklaim oleh PT BSI untuk aktivitas
pertambangan. Selain itu juga ditemukan bahwa waktu pelaksanaan PPTPKH
bersamaan dengan pilkades, sehingga penolakan yang terjadi terindikasi
bermuatan politis. Ditemukan bahwa pada saat kegiatan Tata Batas sebagai
tindak lanjut dari terbitnya SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023,
terdapat penyampaian informasi yang berubah-ubah dari Pokmas terkait tujuan
dari pemasangan patok batas. Hal ini membuat masyarakat semakin yakin atas
penolakan yang mereka lakukan.

Mengatasi penolakan yang terjadi, upaya yang dilakukan oleh Tim
GTRA dan Pemdes Pesanggaran adalah dalam bentuk persuasif berupa
bujukan kepada masyarakat yang menolak. Musyawarah tidak dilakukan oleh
Tim GTRA dan Pemdes Pesanggaran dalam mengatasi penolakan, mengingat
tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam penyelesaian rangkaian program
PPTPKH dan redistribusi tanah. Kemudian masyarakat yang memahami
manfaat dari PPTPKH menandatangani surat pernyataan yang menyatakan
bahwa telah mencabut penolakan. Selanjutnya dilakukan pengajuan PPTPKH
tahap II terhadap bidang tanah yang berasal dari penolakan dan bidang tanah
yang tertinggal pada saat pengajuan permohonan PPTPKH tahap I.

Pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari objek PPTPKH secara
keseluruhan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Namun pada tahapan
redistribusi tanah ditemukan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan
regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian ditemukan bahwa redistribusi tanah
berjalan tanpa dilakukan DIP4T terlebih dahulu. Tahapan inventarisasi dan
identifikasi serta pengukuran dan pemetaan bidang dimulai sebelum dilakukan
penyuluhan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terjadi
karena redistribusi tanah dimulai sebelum terbitnya Juknis Landreform tahun
2024. Keberhasilan redistribusi tanah dapat terwujud karena partisipasi dan
peran aktif masyarakat sebagai subjek penerima manfaat redistribusi tanah. Hal
ini terlihat dari antusias masyarakat dalam pelaksanaan inventarisasi dan
identifikasi serta pemasangan patok batas bidang tanah dalam rangka
pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Selain itu, tim dari

Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban juga menyelesaikan pekerjaan secara
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maksimal sebagai petugas yang ditunjuk oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa

Timur sebagai tim pelaksana di Desa Pesanggaran.

Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan
saran terkait program PPTPKH dan redistribusi tanah di Kabupaten
Banyuwangi:
1. Panitia PPTPKH dan Redistribusi Tanah
Diharapkan kepada Tim GTRA dan Pemdes Pesanggaran serta
seluruh instansi yang terlibat agar pada saat tahapan sosialisasi dilakukan
semaksimal mungkin, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima
manfaat dari program PPTPKH. Selain itu, penyamaan persepsi dan tujuan
antar pihak yang terlibat menjadi penting agar informasi yang disampaikan
kepada masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selanjutnya, diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar
pelaksanaan PPTPKH dan redistribusi tanah dapat berjalan sesuai regulasi
yang berlaku.
2. Masyarakat
Untuk masyarakat yang terlibat dalam rangkaian kegiatan PPTPKH
hingga redistribusi tanah diharapkan untuk tetap berpartisipasi aktif dan
membantu segala urusan dalam pelaksanaan program tersebut agar

berjalan sesuai harapan bersama.
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